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Abstract
This community service activity was conducted for 20 prospective car-credit consumers in Banyumas Regency, Central Java, to improve their legal literacy regarding Vehicle Order Forms (SPK), standard clauses, consumer rights, business responsibilities, and dispute resolution. The activity used legal education, interactive discussion, case studies, simulation of SPK review, and consultation. Participants completed a pre-test before the intervention and a post-test after the learning activities. The evaluation focused on their understanding of the legal position of an SPK, valid agreement requirements, potentially harmful standard clauses, consumer rights, and remedies when a business fails to perform its obligations. The results were intended to show changes in participant understanding and to strengthen their ability to review important contractual provisions before signing a credit agreement. The activity emphasized preventive consumer protection through transparent information and careful review of contract terms, while also introducing negotiation, the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), and court proceedings as dispute-resolution options.
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Abstrak
Maraknya pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia hampir selalu dimulai dengan penandatanganan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK). Namun, realitas di lapangan menunjukkan banyaknya celah yang merugikan pembeli, mulai dari telatnya pengiriman unit, koreksi harga sepihak oleh dealer, hingga penyusunan klausul baku yang berat sebelah. Studi ini menguraikan kedudukan hukum SPK dalam skema kredit mobil, tanggung jawab perdata pelaku usaha, serta formulasi perlindungan konsumen yang ideal. Lewat metode doktriner (yuridis normatif) melalui pendekatan undang-undang dan konsep hukum, penelitian ini membedah berbagai literatur dan regulasi positif. Hasil kajian menegaskan bahwa menurut KUHPerdata, SPK memuat kekuatan hukum mengikat setara kontrak formal yang wajib berlandaskan iktikad baik. Pelaku usaha memikul tanggung jawab penuh atas kerugian akibat wanprestasi maupun pelanggaran hak-hak konsumen. Pola perlindungan hukum dijalankan lewat dua jalur: preventif (keterbukaan informasi dan sensor klausul baku) serta represif (advokasi sengketa melalui BPSK atau peradilan umum). Ke depan, penguatan hak konsumen memerlukan standardisasi draf kontrak, pengetatan supervisi regulasi, dan edukasi hukum yang masif bagi publik.
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A. PENDAHULUAN
Analisis situasi menunjukkan bahwa calon konsumen kredit mobil di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, membutuhkan pemahaman yang lebih baik mengenai Surat Pemesanan Kendaraan (SPK), hak dan kewajiban para pihak, klausula baku, biaya pembiayaan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Sebanyak 20 calon konsumen menjadi mitra sasaran kegiatan. Pada kondisi awal, sebagian peserta telah mengetahui fungsi umum SPK, tetapi belum memahami secara memadai konsekuensi hukum dari penandatanganan SPK dan cara mengidentifikasi klausula yang berpotensi merugikan konsumen.
Permasalahan prioritas mitra meliputi: (1) keterbatasan pemahaman mengenai kedudukan hukum SPK; (2) belum optimalnya kemampuan peserta membaca dan mengidentifikasi klausula baku yang merugikan; dan (3) belum memadainya pengetahuan mengenai hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta pilihan penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi.
Solusi yang ditawarkan berupa edukasi dan pendampingan literasi hukum bagi calon konsumen kredit mobil. Materi difokuskan pada kedudukan hukum SPK, syarat sah perjanjian, asas iktikad baik, larangan klausula baku yang merugikan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, hak atas informasi, serta alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan pengadilan.
Target luaran kegiatan adalah meningkatnya literasi hukum peserta sehingga mampu membaca SPK secara lebih kritis, mengenali klausula yang berpotensi merugikan, memahami hak dan kewajibannya, serta mengetahui langkah yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa.
B. PELAKSANAAN DAN METODE
Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada 8 Juni 2026 di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dengan mitra sasaran 20 orang calon konsumen kredit mobil. Peserta berasal dari masyarakat yang sedang mempertimbangkan pembelian kendaraan melalui skema kredit. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, diskusi interaktif, studi kasus, dan latihan membaca bagian-bagian penting dalam SPK.
Metode kegiatan menggunakan kombinasi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, studi kasus, simulasi identifikasi klausula baku, dan konsultasi. Peserta diberikan pre-test sebelum materi untuk memetakan pemahaman awal, kemudian mengikuti pemaparan materi dan latihan analisis SPK. Setelah kegiatan selesai, peserta diberikan post-test dengan indikator yang setara untuk mengukur perubahan pemahaman.
Tabel 1. Hasil Evaluasi Pemahaman Peserta
Catatan: angka pada Tabel 1 merupakan contoh/format simulasi untuk penyusunan naskah. Jika artikel akan dipublikasikan, angka tersebut harus diganti dengan hasil pre-test dan post-test yang benar-benar diperoleh dari 20 peserta.
Contoh data evaluasi menunjukkan rata-rata skor meningkat dari 57,8 pada pre-test menjadi 86,4 pada post-test, atau meningkat 28,6 poin. Indikator dengan peningkatan terbesar adalah pemahaman mengenai klausula baku dan klausula eksonerasi, yaitu sebesar 30 poin.
Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test yang masing-masing terdiri atas 20 butir soal dengan skor 0–100. Materi tes mencakup kedudukan hukum SPK, syarat sah perjanjian, klausula baku, hak konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, dan penyelesaian sengketa. Hasil evaluasi digunakan sebagai indikator perubahan pemahaman peserta.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Untuk kepentingan penyusunan artikel, contoh format data evaluasi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut; angka ini harus disesuaikan dengan hasil lembar tes peserta yang sebenarnya sebelum artikel disubmit.
Materi/Substansi yang Dapat Diadaptasi sebagai Bahan Edukasi
Secara deskriptif, peningkatan skor menunjukkan bahwa kombinasi penyuluhan, diskusi, studi kasus, dan simulasi membaca SPK dapat membantu peserta memahami persoalan hukum yang sebelumnya dianggap sebagai bagian administratif semata. Peningkatan paling penting diarahkan pada kemampuan membedakan klausula yang wajar dengan klausula yang berpotensi mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, serta pada pemahaman mengenai hak konsumen ketika terjadi keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian unit, perubahan harga, atau persoalan pengembalian uang muka.
D. PENUTUP
Simpulan
Pendampingan literasi hukum bagi 20 calon konsumen kredit mobil di Kabupaten Banyumas diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta memahami SPK dan perlindungan konsumen. Berdasarkan evaluasi pre-test dan post-test, pemahaman peserta meningkat setelah memperoleh edukasi, diskusi, dan latihan analisis SPK. Kegiatan ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum sebelum konsumen menandatangani dokumen pembelian kendaraan.
Saran
Kegiatan selanjutnya disarankan memperluas sasaran peserta dan menggunakan contoh SPK dari beberapa dealer atau perusahaan pembiayaan agar peserta dapat melakukan perbandingan klausula secara lebih kritis. Edukasi juga dapat dilanjutkan melalui modul ringkas atau konsultasi hukum konsumen.
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